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Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 32)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010
tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 35)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011
tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Berita Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011
tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 59) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga
Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 18)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2012
tentang Komisi Penanggulangan AIDS DIY (Berita Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 59)

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pedoman
Teknis Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor
59)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 tahun 2012
tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 66)

Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Rekso Dyah Utami (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 67)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013
tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak
Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 31)



EKSISTENSI LEMBAGA NON STRUKTURAL YANG DIBENTUK OLEH PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Studi Latar Belakang Pembentukan dan KonseE Penataan Lembaga Non Struktural)
UNIVERSITAS GERENDA NURWULAN, Andy Omara, S.H., M.Pub &amp; Int.Law., Ph.D

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2013
tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 61)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2013
tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 63)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014
tentang Forum Pembauran Kebangsaan Dan Dewan Pembina
Forum Pembauran Kebangsaan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014
tentang Forum Koordinasi Pencegahan Dan Penanggulangan
Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika Dan Zat Adiktif (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 9)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2014 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2019 Nomor 28)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014
tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 71)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 111)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016
tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14
Tahun 2016 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3)
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Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Parampara Praja (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 20)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016
tentang Komisi Informasi Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi
Informasi Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019 Nomor 34)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2017
tentang Sekretariat Bersama Pengelolaan Satuan Ruang Strategis
Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 72)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2017
tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 76)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pembentukan Forum TSLP (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 23)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018 Nomor 72)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018
tentang Parampara Praja (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 83)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019
tentang Dewan Kebudayaan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019
tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 4)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan Rekso Dyah Utami (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5)
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Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2019
tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 21)
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